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ABSTRAK 

Hubungan yang harmonis, tentram, dan sejahtera merupakan salah satu hal  
yang didambakan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan, terpenuhinya nafkah 
dapat mempererat hubungan suami isteri, namun tidak semua pasangan dapat 
memenuhi nafkah secara penuh setelah menikah. Untuk itu, kewajiban nafkah atas 
suami untuk istri dan anak-anaknya sangat diperlukan agar tujuan perkawinan 
dapat tercapai. Kewajiban memberi nafkah tersebut, menunjuk ketentuan adanya 
kewajiban nafkah atas seseorang karena mempunyai hubungan waris-mewarisi 
dengan orang yang diberi nafkah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nafkah 
yang diberikan suami atas istri dalam ikatan perkawinan menjadi suatu hal yang 
penting untuk menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan apabila terjadi 
perceraian, kecuali harta yang diperoleh dari hibah, hadiah dan warisan, sepanjang 
tidak ditentukan lain oleh para pihak. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama diartikan sebagai harta 
yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan 
tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun, namun pada dasarnya tidak 
ada percampuran harta bersama karena perkawinan. Kemudian dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Berangkat dari dua 
pengertian tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai 
bentuk pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi 
nafkah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi 
ini adalah pendekatan yuridis, yaitu digunakan untuk mengetahui konsekuensi 
yuridis antara harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah 
dalam KHI dan UUP dengan melandaskan aturan-aturan yang ada di dalamnya. 
Aturan-aturan tersebut dikaji secara menyeluruh dan terpadu baik terhadap harta 
bersama maupun nafkah, kemudian dicari persamaan dan perbedaan serta 
konsekuensi yuridisnya.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan 
harta bersama antara KHI dan UUP tidak banyak perbedaan melainkan banyak 
persamaannya. UUP menggunakan istilah-istilah umum dalam mengartikan harta 
bersama, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik lagi dengan 
menggunakan term-trem Qurۥani. Ketentuan pengaturan harta bersama dalam 
UUP yang kiranya lebih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena 
lebih tegas dan mengedepankan aspek kemaslahatan sosial.  

Konsekuensi yang muncul dari harta bersama yaitu perbuatan hukum atas 
harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dan pembagian 
atas harta tersebut dilakukan secara berimbang. Secara yuridis harta bersama 
menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang 
diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah 
harta bersama. Jika KHI tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah 
menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara 
penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan. 
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MOTTO 

Janganlah engkau tertipu oleh dunia dengan keindahannya yang 

begitu rupa  karena tanah air dunia bukanlah tanah air yang 

sesungguhnya 

 

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak 

manfaatnya bagi orang lain  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 

Januari 1988. secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut : 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……….. tidak dilambangkan ا

 Bā' b be ب

 Tā' t te ت

 Śā' ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 Hā'        · h ح
· 

ha (dengan titik di 
bawah) 

 Khā' kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Źal ź z (dengan titik di atas) ذ

 Rā' r er ر

 Zai z zet ز

 Sīn s es س



 ix

 Syīn sy es dan ye ش

Şād ş es (dengan titik di bawah) ص

 Dād       · d ض
· 

de (dengan titik di 
bawah) 

 Ţā' ţ te (dengan titik di bawah) ط

 Zā'        · z ظ
· 

zet (dengan titik di 
bawah) 

 Ayn …‘… koma terbalik di atas' ع

 Gayn g ge غ

 Fā' f ef ف

 Qāf q ki ق

 Kāf k ka ك

 Lām l el ل

 Mīm m em م

 Nūn n en ن

 Waw w we و

 Hā' h ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā y ye ي

 
2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal tunggal 
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Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

translitrasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

----َ-- fathah a a 

----ِ--- kasrah i i 

----ُ--- dammah  u u 

 

Contoh: 

 Yażhabu -  يذهب  Kataba - كتب

 Żukira -  ذكر    Su’ila -  سئل

b. Vokal Rangkap 

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan i ...َ.... ى

 Fathah  dan wawu au a dan u  ...َ....  و

Contoh : 

هول    Kaifa -  كيف  - Haula 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda:  
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif ā a dengan garis di  ...َ...ا... ى
atas atau alif 
maksurah 

 kasrah dan ya i i dengan garis di  ---ِ---- ى
atas 

 Dammah dan  ...ُ....  و
wawu 

ū u dengan garis di 
atas 

 

Contoh : 

 Qīla  -    قيل   Qāla -     قال 
 Yaqūlu  -  يقول   Ramā -   رمى  

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua : 

a. Ta’ Marbutah hidup 

Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah (t). 

b. Ta’ Marbutah mati 

Ta’ Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

(h).  

Contoh :   طلحة – Talhah 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). 

Contoh :  ة الجنةروض   - Raudah al-Jannah 

 



 xii

5. Syaddah (Tasdid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 

Contoh :   

 Rabbanā -   ربنا 
 نعم   - Nu’imma 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال“,  

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan tanda (-). 

Contoh : 

لقلما       ar-Rajulu -      الرجل      - al-Qalamu 
 al-Badi’u -  البديع  as-Sayyidu -      السيد

7. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh : 



 xiii

 Umirtu  -    أمرت  Syai’un -   شئ
النوء     - al-Nau’u    تأخذون -  Ta’khużūna 

8. Penulisan Kata atau Kalimat  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per 

kata. 

Contoh : 

 Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqin -   وان االله لهو خير الرازقين 

 Fa ‘aufu al-Kaila wa al-Mizān -   فاوفوا الكيل والميزان        

9. Huruf  Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

Wa mā Muh -  وما محمد الا رسول  ammadun illā Rasūl 

 Syahru Ramadān -   شهر رمضان        
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan merupakan sunnatullah hukum alam di dunia, baik 

dilakukan oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya 

perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan 

Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.1 Terciptanya rasa 

cinta, kasih sayang, ketenangan dan kebahagiaan serta kekalnya kehidupan 

rumah tangga adalah harapan dan cita-cita setiap pasangan suami istri.  

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam 

Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang 

merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang mulia. Hakikat ini ditegaskan dalam ayat: 

 2.ومن آل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذآرون

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa segala sesuatu diciptakan 

Allah dengan berpasangan, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, maupun 

makhluk lain yang tidak diketahui oleh manusia. 

                                                 
1 Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), cet. ke-2, (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2002), hlm. 1. 

2  Az-Dzāriyāt (51): 49. 
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Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga3 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini 

untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta 

penampakannya kepada masyarakat luas. Sedangkan sebutan suci untuk 

pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.4 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.”5 Keluarga bahagia akan terbentuk apabila tidak terjadi 

pertengkaran-pertengkaran sehingga keluarga tersebut bisa berjalan dengan 

tenang tanpa goncangan yang berarti. 

Sebagai agama yang bersifat universal, Islam mempunyai tujuan dalam 

mensyari’atkan perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan 

bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

yang berbunyi:  

ليها وجعل بينكم مودة إأیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ومن 

  6. لقوم یتفكرونیاتلآن فى ذلك إ ورحمة

                                                 
3 Kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, karena kata keluarga di sini 

dimaknai secara sempit yaitu orang seisi rumah, anak-istri (batih). Hilman Hadi Kusuma, Bahasa 
Hukum Indonesia, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 82. 

4 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. ke-5, (Yogyakarta: UII Press, 
1986), hlm. 47. 

5  Pasal 1. 

6  Ar-Rūm (30): 21.  
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Perkawinan merupakan perbuatan suami istri, bukan saja bermakna 

untuk beribadah kepada-Nya, akan tetapi sekaligus menimbulkan akibat 

hukum antara keduanya. Dengan demikian, akan menimbulkan hak dan 

kewajiban suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara 

bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.7  

Hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga muncul akibat 

perkawinan sebagai perjanjian. Seorang laki-laki yang menjadi suami 

memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seorang 

perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga. 

Di samping itu, keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus 

diperhatikan satu sama lain. 

Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau 

dapat dimiliki oleh suami istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak 

ini dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau 

dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-

hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri 

untuk memenuhi hak dari pihak lain.8  Dalam al-Qur’an Allah berfirman: 

  9.ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

                                                 
7 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat, cet. ke-1, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 1999), hlm. 157. 

8 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. ke-4, 
(Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 87. 

9  Al-Baqarah (2): 228. 
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Suatu perkawinan yang tidak diikuti dengan saling memahami hak dan 

kewajiban masing-masing akan menimbulkan masalah dalam mengarungi 

bahtera kehidupan rumah tangga. Dimungkinkan akan muncul banyak 

rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Bahkan 

peluang retaknya keluarga akan terbuka lebar. Konflik tersebut adakalanya 

dapat diselesaikan sehingga keadaan keluargapun menjadi baik kembali, 

namun ada pula yang tidak dapat diselesaikan, sehingga kata cerailah yang 

menjadi sebuah solusi pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.  

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat. 

Keberadaan suatu rumah tangga tentu akan membawa pengaruh terhadap 

terbentuknya suatu masyarakat. Oleh karena itu, suami istri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar 

dari susunan suatu masyarakat.10 

Keluarga menjadi persoalan penting di dalam agama Islam. Dengan 

tujuan keluarga Islam yang bahagia dan kekal menjadikan bangunan kekuatan 

Islam akan menjadi kuat. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan di dalam 

membentuk suatu keluarga agar tercipta tujuan perkawinan. Agama Islam 

telah mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam 

keluarga. Di antaranya adalah persoalan suami memberi nafkah dalam 

keluarga. Allah berfirman: 

                                                 
10 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), hlm. 187-188.  
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  11.لا وسعهاإ نفس لمعروف لاتكلفاوعلى المولود له رزقهن وآسوتهن ب

Ayat tersebut menunjukkan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab 

suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal. Pemenuhan nafkah yang diberikan suami terhadap istri 

merupakan bagian dari mempertahankan keharmonisan dan keutuhan sebuah 

keluarga. 

Hukum positif Indonesia telah menentukan bahwa nafkah atau 

pemenuhan hidup keluarga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami 

berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ketentuan 

tersebut dipertegas oleh Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991) yang menyebutkan, “Sesuai dengan penghasilannya  

suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) 

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan 

anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” Keberadaan nafkah tentu mempunyai 

pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang 

bahagia, aman, tentram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau 

nafkah yang tidak cukup dapat berakibat pada krisis perkawinan yang 

berujung pada perceraian. 

Adanya aturan tentang nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam maupun 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu persoalan tatkala 

                                                 
11 Al – Baqarah (2): 233. 
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dikaitkan dengan pengakuan harta bersama oleh suami istri ketika terjadi 

perceraian. Dengan melihat Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa 

harta bersama dirumuskan sebagai harta yang diperoleh baik secara sendiri-

sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Kemudian dalam Pasal 

35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan mengenai 

harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.12  

Ketentuan dua pasal tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi yang 

dipakai dalam merumuskan harta bersama adalah dengan menggunakan masa 

perkawinan yang sah. Selama harta itu diperoleh dalam perkawinan yang sah, 

maka menjadi harta bersama dengan merujuk pada ketentuan harta bersama 

yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974. Akan tetapi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 memberikan batasan bahwa harta yang diperoleh karena hadiah dan 

warisan menjadi harta pribadi masing-masing selama dimaksudkan untuk itu.13 

Ketentuan tentang harta bersama tersebut telah diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 85–97, maupun dalam Kitab Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35-37. Ketentuan tentang 

harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari realita masyarakat Indonesia tentang 

                                                 
12 Pasal 36 ayat (1). 

13 Pasal 87 ayat (1). 
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harta bersama dengan istilah yang beragam. Adapun harta bersama di Jawa 

Timur disebut dengan gono-gini, di Minangkabau disebut harta suarang, di 

Banda Aceh disebut hareuta-seuhareukat.14  

Jika dicermati, ketentuan mengenai harta bersama dan kewajiban 

suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 terlihat tidak koheren. Kompilasi Hukum Islam 

merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik secara sendiri-

sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Kemudian dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama. Akan tetapi, dari kedua ketentuan 

tersebut tidak menyebutkan harta jenis apa yang bisa digunakan untuk 

pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dan bagaimana posisi suami 

istri dalam pemenuhan ekonomi keluarga. 

Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima 

suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta 

bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus 

mendapat persetujuan suami istri. Persoalan lain yang muncul adalah 

mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah termasuk dalam 

harta bersama atau berdiri sendiri. Sehingga, kedua aturan tersebut dapat 

menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum 

dan keadilan masyarakat. 
                                                 

14 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 
hlm.211. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan harta bersama terhadap 

pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? 

2. Bagaimana Konsekuensi Yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan 

kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan harta bersama 

terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974. 

b. Untuk mengetahui Konsekuensi Yuridis harta bersama terhadap 

pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan ilmiah, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pembaharuan hukum perkawinan dalam mencermati 

konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi 

nafkah. 
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b. Kegunaan terapan, yaitu sebagai upaya memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan dikalangan umat Islam dan masyarakat luas dalam 

memahami hukum, terutama dalam bidang perkawinan. 

D. Telaah Pustaka 

Studi tentang masalah harta bersama dan nafkah telah banyak 

dikemukakan dan dibahas oleh para akademisi dan juga pakar hukum, akan 

tetapi pembahasan tersebut masih dalam sudut pandang dan penulisan yang 

berbeda-beda berdasarkan ukuran keilmiahan tertentu serta karya-karya ilmiah 

yang diterbitkan dalam bentuk buku-buku atau karya tulis pada umumnya 

masih terpisah, belum ada yang khusus mengkaji lebih jauh tentang 

konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah. 

Adapun skripsi yang membahas masalah harta bersama dan nafkah di 

antara yaitu: Pertama, skripsi Anang Choirul Mujab yang berjudul “Harta 

bersama dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan dari Segi Hukum 

Islam)” membahas seputar harta bersama dalam hukum nasional yang 

kemudian dilihat dari sisi pandang hukum Islam.  Pembahasan dalam skripsi 

ini terbatas pada masalah harta bersama, belum menyinggung persoalan 

nafkah.15 

Kedua, skripsi Siti Maqhfiroh yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian 

Harta Bersama setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sleman (1996-1998)” 

membahas mengenai proses penyelesaian harta bersama ketika terjadi 
                                                 

15 Anang Chairul Mujab, “Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan 
Dari Segi Hukum Islam),” skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1999 tidak 
dipublikasikan.  
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perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Akan tetapi, dalam skripsi tersebut 

belum menjelaskan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya perselisihan 

dalam pembagian harta bersama yang dikaitkan dengan nafkah.16 

Ketiga, skripsi Basas yang berjudul “Dinamika Hukum Islam (Studi 

Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)” membahas tentang 

posisi harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara 

sosiologis, filosofis dan legalitas, pandangan hukum Islam terhadap posisi 

harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan relevansi posisi 

harta bersama dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan dinamisasi 

hukum Islam.17 

Keempat, skripsi Dwi Ambar Suryaningsih yang berjudul “Hak 

Kebendaan Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum 

Islam (Studi Komparatif)” membahas tentang posisi harta benda seorang istri 

yang diperoleh selama dan sesudah terjadinya perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum Islam serta hak kebendaan 

mutlak istri dalam hukum Islam.18 

Kelima, skripsi Agus Himawan yang berjudul “Studi Tentang 

Pembebasan Kewajiban Nafkah Terhadap Kedudukan Suami Istri dalam 

                                                 
16 Siti Maghfiroh, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di 

Pengadilan agama Sleman (1996-1998),” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 
2001 tidak dipublikasikan. 

17  Basas, “Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 
1974),” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 6. 

18 Dwi Ambar Suryaningsih, “Hak Kebendaan Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komparatif),” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (1994), hlm. 4. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI)” membahas mengenai pandangan KHI tentang 

pembebasan nafkah terhadap kedudukan suami istri sekaligus pandangan 

ulama tentang masalah tersebut.19 

Keenam, skripsi Abdul Syukur yang berjudul “Peranan Wanita Pekerja 

dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam” 

membahas mengenai peranan wanita dalam meningkatkan ekonomi rumah 

tangga, dampak yang muncul dan pandangan hukum Islam mengenai peranan 

wanita bekerja diluar rumah. Pada hakekatnya peranan wanita pekerja hanya 

bersifat menambah penghasilan dalam meningkatkan ekonomi rumah 

tangga.20  

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka skripsi ini 

berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam 

skripsi ini, penulis akan membahas persamaan dan perbedaan pengaturan harta 

bersama serta konsekuensi yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan 

kewajiban suami memberi nafkah disertai analisis terhadapnya. Sehingga 

penulisan skripsi ini sagat terkait dengan pemahaman terhadap pembagian 

harta bersama ketika terjadi perceraian. 

 

 

                                                 
19  Agus Himawan, “Studi Tentang Pembebasan Kewajiban Nafkah Terhadap Kedudukan 

Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2000), hlm. 4. 

20 Abdul Syukur, “Peranan Wanita Pekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah 
Tangga Ditinjau dari Hukum Islam,” skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996), hlm. 
11. 
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E. Kerangka Teoretik 

Pada dasarnya setiap manusia menurut ajaran Islam dilahirkan dalam 

keadaan bebas dan suci, memiliki kedudukan dan martabat yang sama nilainya 

sekaligus merupakan makhluk tuhan yang paling terhormat di muka bumi. 

Kemulian manusia merupakan hak alami setiap manusia. Oleh karena itu, 

tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi 

dihancurkan. 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, 

untuk itu suami istri perlu untuk saling membantu dan melengkapi agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material.21 Demikian seharusnya 

hubungan suami istri dalam rumah tangga Islam, namun dalam kenyataannya 

pasangan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk 

yang telah Allah berikan dan tergelincir kelembah pertengkaran di antara 

mereka, dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta paling dibenci Allah, 

yaitu putusnya hubungan perkawinan.22 

Adanya perceraian suami istri dalam perkawinan, maka akan timbul 

akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan tersebut, yaitu mengenai 

pembagian harta bersama atau sering disebut dengan harta gono gini. Dalam 

                                                 
21 Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum 

Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind Hillco, 1986), hlm. 56. 

22 Ibid., hlm. 212. 
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al-Qur’an tidak menjelaskan ketentuan tentang harta gono gini dalam 

perkawinan. Adapun ayat al-Qur’an yang berbunyi: 

  23.للرجال نصيب مما اآتسبوا وللنساء نصيب مما اآتسبن

Ayat di atas hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-

sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya 

masing-masing. Adapun laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut tidak 

dapat semata-mata diartikan sebagai suami istri. Kesimpulannya, bahwa al-

Qur’an tidak mengatur lembaga harta gono gini – yaitu setiap sesuatu yang 

diperoleh suami atau istri secara usaha masing-masing atau secara usaha 

bersama yang kemudian menjadi harta bersama dalam perkawinan. 

Akan tetapi, konsep harta bersama telah diatur dalam perundang-

undangan Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 huruf (f) KHI, harta bersama adalah 

harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami istri 

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar 

atas nama siapa pun. Kemudian dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama. Dan mengenai harta bersama suami istri 

dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.24  

Sementara itu, di dalam hukum Islam terdapat dua pendapat tentang 

harta bersama, yaitu: (1) Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam 

kecuali dengan sebutan syirkah. Pendapat ini didasarkan bahwa dalam Islam 
                                                 

23 An-Nisa’ (4): 32. 

24 Pasal 36 ayat (1). 
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tidak mengenal pencampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. 

(2) Ada harta bersama antara suami istri menurut hukum Islam. Pendapat ini 

mengakui bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam.25  

Perceraian yang menimbulkan kasus harta bersama yang menjadi 

pemicu pertengkaran dan permusuhan antara suami dan istri yang melakukan 

perceraian karena tidak adanya kejelasan mengenai harta jenis apa yang bisa 

digunakan untuk pelaksanaan suami memberi nafkah dan bagaimana posisi 

suami dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Maka dengan adanya kejelasan 

mengenai harta yang bisa digunakan untuk pemenuhan nafkah kelurga akan 

dapat mendatangkan kemslahatan bagi suami istri, karena dengan diadakannya 

hal ini dapat menggantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemaslahatan 

antara suami istri akan tejamin, terlebih menyangkut hak kepemilikan harta 

yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.    

Dalam perceraian, banyak pasangan suami istri yang mencoba 

menyelesaikan upaya perpisahan dengan cara baik-baik, lebih-lebih jika anak 

menjadi petimbangan. Akan tetapi bisa berubah menjadi sebuah petaka ketika 

berbicara soal pembagian harta. Hal ini karena perceraian kadang kala tidak 

sekedar berpisahnya sumai istri semata. Harta bersama atau disebut gono gini 

ini sering kali menjadi pangkal semuanya. 

                                                 
25 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, cet. ke-1, (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), hlm. 
29-33. 
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Selain harta bersama, di dalam hubungan perkawinan yang sah juga 

menimbulkan akibat hukum yang lain, mempunyai implikasi bahwa suami 

istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani 

kehidupan rumah tangga. Di antara kewajiban suami adalah memenuhi nafkah 

keluarga. Ada beberapa nas yang berbicara tentang kewajiban suami memberi 

nafkah, yaitu: 

 أنفقوا من اضهم على بعض وبم على النساء بما فضل االله بعلرجال قوامونا

 26.الهمأمو

 لایكلف االله نفسا  اهللاته آعليه رزقه فلينفق ممقدرلينفق ذوسعة من سعته ومن 

  27. سيجعل االله بعد عسر یسرااتهالا ما ا

  28.وعلى المولود له رزقهن وآسوتهن بالمعروف

 لاا ولایضرب الوجه ولایقبح ولایهجر ذاطعم وآسوها اذااآتسياأن یطعمها 

  29.تلبيفى ا

Dalam perundang-undangan Indonesia juga telah mengatur kewajiban 

pemenuhan nafkah dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi, dalam undang-

undang tersebut tidak terdapat sub bab khusus yang membahas masalah 

                                                 
26 An-Nisa’ (4): 34. 

27 Al-Talāq (65):7. 

28 Al-Baqarah (2): 233. 

29 Al-Imām al-Hāfiz Abi ‘Abd Allāh Muhammad bin Abd Allāh al-Hākim al-Naisabūry, 
al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain, (Beirūt: Dār al-kutub al-‘Ilmiah, 1990), II: 204-205, hadis nomor 
2764, “Kitāb al-Nikāh.” Hadis dari hākim bin Mu’āwiyah al-Qusyairy dari ayahnya. Hadis ini 
sanadnya şahih. 
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nafkah melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai 

bahasan yang berhubungan dengan nafkah.30 

Pasal 34 ayat (1)  menyebutkan, “Suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.” Ayat (2), “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya.” Ayat (3), “Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-

masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Kemudian pada pasal 

32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “Suami 

istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman 

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.” 

Dari pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut hanya pasal 34 ayat (1) yang secara 

langsung berbicara tentang nafkah, yaitu suami wajib memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya.31 

Sementara itu, aturan mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam 

lebih rinci dibandingkan dengan UU Perkawinan. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi 

Hukum Islam menyebutkan, “Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: 

(a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, 

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya 

pendidikan bagi anak.” Keberadaan nafkah tentu sangat penting dalam 

kehidupan keluarga. Tanpa terpenuhi nafkah keluarga, dimungkinkan sebuah 

                                                 
30 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer), (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 192. 

31 Ibid., hlm. 192. 



 17

keluarga akan mengalami keretakan dan kehancuran yang berujung pada 

perceraian. 

Peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah 

khususnya mengenai harta bersama dan nafkah yang direalisasikan dengan 

lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, begitu pula dengan 

perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah  harta bersama 

dan nafkah bermaksud untuk terciptanya ketertiban dan kemaslahatan dalam 

masyarakat.  

Konstruksi pemikiran yang penyusun bangun dalam penelitian skripsi 

ini dilandaskan pada teori holistik dan teori equal partner. Menurut Fazlur 

Rahman, teori holistik adalah memahami al-Qur’an sebagai satu kesatuan 

yang utuh dan menyatu tanpa terpisahkan.32 Sedangkan menurut Scanzoni,  

teori equal partner mempunyai ciri-ciri yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi 

atau rendah antara suami istri, suami istri mempunyai kesempatan yang sama 

untuk berkembang, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama 

dan secara spesifik perkembangan individu sangat diperhatikan.33 

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi, maka kedua teori tersebut 

digunakan untuk melakukan pemahaman secara utuh dan menyatu terhadap 

ketentuan-ketentuan normatif yang ada di dalam peraturan hukum positif yang 

berlaku mengenai harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi 

                                                 
32 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. ke-1, (Yogyakarta: Academia dan 

Tazzafa, 2004), hlm. 118. 

33 Ibid., hlm. 138. 
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nafkah diselaraskan dengan prinsip kesejajaran antara suami istri dalam rumah 

tangga.   

Titik tekan dalam skripsi ini adalah konsekuensi yuridisnya. Sehingga 

diperlukan pembacaan secara cermat dan menyeluruh terhadap pasal-pasal 

yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Dari 

pembacaan tersebut diharapkan dapat diperoleh jawaban dari pokok masalah. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode 

yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan. Adapun metode tersebut 

adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penyusunan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian 

pustaka (library research), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh 

dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, artinya 

penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan seputar masalah harta 

bersama dan nafkah secara umum, setelah itu menguraikan suatu 

perbandingan tentang harta besama dan nafkah dalam kajian Kompilasi 

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga dapat 

mencakup persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut, dan kemudian 

dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan.  
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3. Pengumpulan Data 

Melihat kajian ini adalah kajian pustaka, maka data yang 

dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri berbagai tulisan yang 

memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. 

4. Pendekatan Penelitian 

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang 

diteliti berdasarkan pada aturan-aturan yang ada di dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku 

sebagai hukum positif di Indonesia.  

5. Analisa Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang 

digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari 

yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat 

khusus. Di samping itu juga, digunakan metode komparatif untuk 

membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap masalah 

yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata 

urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan 

dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada setiap bab terdiri beberapa sub 

bahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut: 
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Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi 

tulisan. Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah. Pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum seputar harta bersama 

dan nafkah. Bab ini terdiri dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang 

harta bersama yang meliputi: pengertian, dasar hukum, ruang lingkup dan 

wujud, tanggung jawab suami istri dan hak suamu istri. Sub bab kedua 

berbicara tentang nafkah yang meliputi: pengertian, sebab-sebab yang 

mewajibkan, dasar hukum, syarat-syarat yang berhak menerima, macam-

macam, serta kadar nafkah.  

Bab ketiga, membahas tentang pelaksanaan kewajiban suami memberi 

nafkah dikaitkan dengan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bab ini mencakup: hak dan 

kewajiban suami istri, latar belakang pengaturan harta bersama dan kewajiban 

suami memberi nafkah, suami memberi nafkah dari harta bersama dan suami 

memberi nafkah dari harta pribadinya. 

Bab keempat, merupakan analisis komparatif tentang konsekuensi 

yuridis harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974. Bab ini mencakup: kewajiban nafkah atas suami, persamaan dan 

perbedaan, dan konsekuensi yuridisnya. 
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Bab kelima, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang 

berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dan saran-saran.  



BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian mengenai konsekuensi yuridis harta bersama 

terhadap kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan UU No. 7 Tahun 1974 di atas, maka dapat diungkapkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari aturan-aturan yang ada di dalam KHI dan UUP tentang pengaturan 

harta bersama, tidak banyak perbedaan yang menonjol dari kedua aturan 

tersebut. UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah umum dalam 

mengartikan harta bersama dalam perkawinan, sedangkan dalam kompilasi 

hukum Islam lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-trem Qurani 

seperti syirkah. Di sini Kompilasi Hukum Islam hanyalah menguatkan apa 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Aturan-aturan yang 

tertera dalam UUP mengenai ketentuan harta bersama sudah sejalan 

dengan kondisi masyarakat sekarang ini, karena lebih tegas dan 

mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Dalam aturan tersebut 

ditekankan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis 

menjadi harta bersama. Untuk itu, ketentuan yang ada di dalam KHI Pasal 

96 mengenai pengaturan harta bersama patut ditinjau kembali demi 

terwujudnya kemaslahatan umat, menekan sekecil mungkin dampak 

negatif yang muncul dari pembagian harta bersama ketika terjadi 

perceraian demi tercipta keadilan dan kepastian hukum. 
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2. Penggunaan teori holistik dan equal partner dalam diskursus harta bersama 

dan nafkah memunculkan empat konsekuensi yuridis harta bersama 

terhadap kewajiban suami memberi nafkah yang bersifat pilihan, yaitu: 

a. Tanggung jawab bersama suami isteri dalam ekonomi keluarga. 

Alasannya adalah: pertama, bahwa ketentuan harta bersama 

menunjukkan bahwa suami isteri sama-sama mempunyai peranan 

penting dalam ekonomi keluarga. Buktinya yaitu adanya ketentuan 

bahwa perbuatan hukum atas harta bersama berdasarkan kesepakatan 

suami isteri dan masing-masing suami dan isteri mempunyai bagian 

yang sama apabila terjadi putusnya perkawinan. Kedua, jika definisi 

harta bersama menjadikan seluruh harta yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama maka secara yuridis menimbulkan 

persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan 

selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah 

harta bersama.  

b. Pemisahan harta suami isteri dalam perkawinan. Jika KHI dan UUP 

tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban 

suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh 

dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan.  

c. Kompromi antara harta bersama dan kewajiban suami memberi 

nafkah. Ini dilakukan dengan memberi penambahan aturan dalam pasal 

80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi 
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nafkah yaitu harta pribadi  dan atau harta yang diperoleh suami selama 

perkawinan. 

d. Penunaian kewajiban suami memberi nafkah dapat dilakukan dengan 

menggunakan harta pribadinya dan atau dengan harta bersama dalam 

pengertian harta yang diperoleh suami selama perkawinan yang sah. 

B.  Saran-Saran 

1. Kesulitan yang dihadapi umat Muslim dewasa ini ialah bagaimana 

mengimplementasikan aturan-aturan perundangan yang ada dalam seluruh 

aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan individual maupun sosial. 

Karena bagaimana pun juga umat Muslim saat ini lebih suka menerapkan 

aturan-aturan yang sering berlaku di masyarakat dari pada aturan yang ada 

dalam hukum positif. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut 

merupakan produk masa lalu, terdapat perbedaan konteks situasi dan 

kondisinya. Hendaknya pemahaman terhadap aturan-aturan yang ada di 

dalam hukum positif dilakukan secara menyeluruh agar apa yang 

dihasilkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini.  

2. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga 

kepada pembentuk aturan hukum agar dapat merumuskan kembali aturan 

mengenai pengaturan harta bersama dan kewajiban suami memberi 

nafkah. Diharapkan kepada semua pihak agar mencermati, mengkritisi dan 

memberikan tawaran solusi terhadap berbagai permasalahan hukum agar 

suatu aturan hukum dapat mencerminkan asas kepastian hukum, asas 

keadilan dan kemanfaatan.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I  

DAFTAR TERJEMAH 

No Hlm FN Terjemah 
 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

BAB I 
 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat kebesaran Allah. 

2 
 
 

2 6 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir 

3 3 9 Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi 
para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 
daripada isterinya 

4 5 11 Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

5 12 23 Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada 
bahagian dari apa yang mereka usahakan. 

6 15 26 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 
oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka 
(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena 
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka 

7 15 27 Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan. 

8 15 28 Dan Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 
kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. 

9 15 29 Dia memberi makan apabila dia makan, dia memberi 
pakaian jika ia berpakaian, dan dia tidak memukul 
wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak 
mengucilkannya, kecuali masih dalam rumah. 
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BAB II  
 

Sama dengan halaman 15 footnote nomor 26. 
11 25 45 Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. 

12 26 48 Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian 
bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak 

13 26 49 Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat 

14 40 74 Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara yang ma’ruf. 

15 40 75 Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin 

16 40 76 Dia memberi makan apabila dia makan, dia memberi 
pakaian jika ia berpakaian, dan dia tidak memukul 
wajahnya, tidak menjelek-jelekkannya dan tidak 
mengucilkannya, kecuali masih dalam rumah. 

17 40 77 Ambillah sekedar untuk dirimu dan anakmu dengan 
wajar. 

18 43 84 Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan. 
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BAB III 
 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang 
lain. 

20 48 94 Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah 
pakaian bagi mereka 



 III

21 57 115 Sama Dengan halaman 15 footnote nomor 26. 
22 58 116 Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada 

Allah lagi memlihara diri ketika suaminya tidak ada 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
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BAB IV 
 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. 

24 71 135 Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa. 

25 72 136 Sama dengan halaman 15 footnote nomor 26. 
26 77 142 Setiap kamu adalah pemimpin dan dimintai 

pertanggungjwaban dari kepemimpinannya. Dan Imam 
(penguasa) adalah pemimpin dan dimintai 
pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan laki-
laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dimintai 
pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Dan 
Perempuan adalah di rumah suaminya dan dimintai 
pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. 

27 77 143 Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan 
itu. 

28 77 144 Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 
antara mereka. 
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